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KATA PENGANTAR 

 

Hukum tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia lahir dari, 

tumbuh bersama, dan bereaksi terhadap realitas sosial, ekonomi, 

dan politik masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, 

permasalahan narkotika adalah salah satu wajah paling kompleks 

dari interaksi antara hukum dan kemanusiaan. Buku ini lahir dari 

kegelisahan mendalam terhadap sistem hukum yang sering kali 

lebih cepat menghukum daripada memahami; lebih tangkas 

menindak daripada memulihkan. 

Sebagai penulis dan sekaligus saksi atas perjalanan hukum di 

Indonesia, saya percaya bahwa sistem peradilan pidana kita 

membutuhkan reformasi mendalam, bukan hanya dalam struktur, 

tetapi juga dalam jiwa. Buku ini bukan hanya sebuah kritik, tetapi 

juga tawaran etis-filosofis untuk menata ulang paradigma hukum 

kita, melalui pendekatan holistik yang menyatukan kebijaksanaan 

filsafat, kepekaan sosial, dan keberanian praksis. 

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah menyumbangkan ide, pengalaman, dan inspirasi untuk buku 

ini, terutama para penyintas, aparat, dan aktivis yang telah 

memperlihatkan wajah lain dari keadilan: yang berani, yang 

manusiawi, dan yang belum selesai. 

Semoga buku ini dapat menjadi ruang dialog baru bagi kita 

semua, para pembelajar, penggerak, dan pembangun keadilan yang 

lebih adil. 

 

Bandar Lampung, 2025 

Penulis 
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PENDAHULUAN:  

MENGAPA KITA PEDULI? 

 

Permasalahan narkotika di Indonesia bukan sekadar 

fenomena kriminal yang menuntut penyelesaian hukum semata. 

Lebih dari itu, narkotika adalah cerminan dari sebuah krisis 

multidimensional, krisis moral, krisis sosial, dan krisis eksistensial 

yang menggugat fondasi kemanusiaan kita. Ketika individu 

memilih untuk menggunakan narkotika, dan ketika negara memilih 

bagaimana meresponsnya, yang dipertaruhkan bukan hanya norma 

legal, tetapi juga bagaimana kita memaknai nilai hidup, otonomi 

manusia, dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. 

Dalam kerangka filsafat klasik, Aristoteles dalam 

Nicomachean Ethics menekankan bahwa kebajikan (arete) bukanlah 

bawaan, tetapi diperoleh melalui pembiasaan dan praksis 

(Aristotle, 2009). Kebajikan dalam konteks ini bukan hanya soal 

tindakan benar, melainkan juga kapasitas untuk memilih secara 

bijak di tengah godaan dan penderitaan. Ketika seseorang 

terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, pertanyaannya 

bukan hanya tentang pelanggaran hukum, melainkan tentang 

runtuhnya kebajikan praktis (phronesis), yaitu kemampuan untuk 

mempertimbangkan apa yang baik untuk dirinya dan 

komunitasnya. Maka, penanganan narkotika memerlukan 

pendekatan yang melatih, membina, dan merehabilitasi, bukan 

hanya menghukum. Pemulihan kebajikan tidak bisa dilakukan 

melalui hukuman semata, tetapi memerlukan ruang etis bagi 

refleksi dan rekonstruksi nilai individu dalam komunitasnya. 

Immanuel Kant menegaskan pentingnya memperlakukan 

manusia sebagai tujuan (Zweck) dan bukan sebagai alat (Mittel) 

(Kant, 2018). Dalam hal ini, pendekatan yang murni retributif 

terhadap penyalahguna narkotika sering kali gagal 

mempertimbangkan martabat mereka sebagai makhluk rasional 

dan otonom. Kant mengingatkan bahwa tindakan bermoral adalah 

tindakan yang berakar pada kewajiban dan bukan sekadar 

konsekuensi, dan bahwa individu harus dianggap sebagai makhluk 

yang mampu menata hidupnya melalui hukum moral internal. 
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Maka, rehabilitasi bukanlah bentuk kelembutan hukum, melainkan 

penghormatan terhadap kapasitas moral manusia untuk 

memperbaiki dan menata ulang hidupnya dengan alasan-alasan 

rasional dan etik yang kuat. 

Lebih lanjut, dalam analisis kontemporer, Michel Foucault 

dalam Discipline and Punish (1977) menjelaskan bahwa sistem 

hukum dan pemasyarakatan modern telah membentuk struktur 

kuasa yang tidak hanya menghukum tubuh, tetapi juga mengontrol 

pikiran dan perilaku melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, 

dan disiplin internal (Foucault, 1977). Penjara, dalam pandangan 

ini, tidak sekadar menjadi tempat hukuman, tetapi mesin produksi 

subjektivitas yang patuh dan tunduk terhadap norma sosial 

dominan. Dalam konteks penanganan kasus narkotika, aparat 

hukum dan kebijakan negara sering kali tidak sekadar 

menghukum, tetapi juga menstigmatisasi, meminggirkan, dan 

membentuk ulang citra diri penyalahguna sebagai ´\DQJ 

PHQ\LPSDQJ�µ Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: 

apakah negara bertindak sebagai penyembuh kolektif atau sebagai 

agen yang memperpanjang luka sosial? 

Dalam kerangka keadilan modern, John Rawls dalam A 

Theory of Justice (1971) menekankan pentingnya prinsip justice as 

fairness, di mana struktur dasar masyarakat harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga memperbaiki ketimpangan yang tidak 

adil (Rawls, 1971). Kebijakan narkotika yang bersifat represif, tanpa 

mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi, trauma masa 

lalu, dan kerentanan struktural (seperti kemiskinan, keterbatasan 

pendidikan, atau keterasingan sosial), justru memperdalam jurang 

ketidakadilan. Dalam visi Rawlsian, kebijakan publik yang adil 

harus memberikan perlindungan dan kesempatan lebih besar bagi 

mereka yang paling rentan dalam struktur sosial. Ini bersesuaian 

pula dengan pendekatan capability dari Martha Nussbaum (2011), 

yang menegaskan bahwa tugas negara adalah menciptakan kondisi 

institusional yang memungkinkan setiap individu 

mengembangkan potensinya secara manusiawi dan bermartabat. 
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Tak kalah penting, Hannah Arendt dalam The Human 

Condition menyoroti pentingnya natality atau kemampuan manusia 

untuk memulai sesuatu yang baru, sebagai dasar dari tindakan 

politik dan moral (Arendt, 1998). Dalam konteks ini, rehabilitasi 

bagi pengguna narkotika bukan sekadar mekanisme koreksi, tetapi 

pengakuan atas kapasitas manusia untuk memulai kembali, untuk 

bangkit dari keterpurukan, dan untuk terlibat kembali dalam 

kehidupan publik sebagai warga negara yang utuh. Sistem hukum 

yang represif sering kali mengingkari potensi ini, dan alih-alih 

membangun kembali kapasitas warga negara, justru 

memperpanjang siklus eksklusi dan degradasi sosial yang semakin 

dalam. 

Pertanyaan ´PHQJDSD kita SHGXOLµ terhadap masalah 

narkotika bukan hanya ditujukan pada aparat hukum, tetapi pada 

seluruh masyarakat. Karena dalam tubuh pengguna narkotika 

terdapat narasi tentang krisis komunitas, kegagalan sistem, dan 

keretakan solidaritas sosial. Menggunakan kerangka Antonio 

Gramsci (1971) tentang hegemoni, kita dapat membaca bahwa 

kebijakan narkotika bukan netral, melainkan arena ideologis di 

mana negara, masyarakat, dan ekonomi bernegosiasi atas makna 

ketertiban dan kemanusiaan. Kebijakan tersebut sering kali 

memihak kepada narasi dominan kelas berkuasa, dan 

menyingkirkan narasi-narasi alternatif dari kelompok marginal 

yang hidupnya tergantung pada kebijakan tersebut. 

Jacques Derrida (2001) dalam Force of Law: The Mystical 

Foundation of Authority menyoroti bahwa hukum memiliki fondasi 

mistis, kekuasaan yang dilandasi oleh kepercayaan akan legitimasi, 

namun dalam praktiknya selalu terbuka terhadap dekonstruksi. 

Dalam konteks ini, pendekatan legal-formal terhadap narkotika 

perlu dibuka untuk kritik dan refleksi dekonstruktif yang 

mempertanyakan otoritas moral dan epistemik sistem hukum yang 

berlaku. Apakah hukum sungguh adil? Atau hanya reproduksi dari 

struktur kuasa yang dominan? 

Dengan demikian, pendekatan terhadap narkotika harus 

bergeser dari legal positivism menuju restorative justice yang berakar 

pada etika kebajikan, penghargaan terhadap martabat manusia, 
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serta kesadaran akan struktur kuasa yang membentuk dan 

membatasi pilihan-pilihan hidup. Dalam terang pemikiran filsafat 

kuno dan kontemporer, buku ini mengajak kita untuk tidak hanya 

memahami narkotika sebagai "masalah kriminal", tetapi sebagai 

cermin dari kegagalan kita membangun masyarakat yang adil, 

manusiawi, dan sehat secara moral. 
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BAGIAN I:  

MEMAHAMI SISTEM YANG ADA 

 

Sebelum kita dapat menawarkan solusi terhadap krisis 

narkotika dan keadilan di Indonesia, kita perlu memahami terlebih 

dahulu lanskap sistem hukum yang telah ada. Bagian ini berfungsi 

sebagai fondasi konseptual dan praktis untuk menelaah bagaimana 

sistem peradilan pidana dibentuk, beroperasi, dan sering kali gagal 

berkoordinasi secara efektif. Pemahaman menyeluruh terhadap 

sistem yang ada bukan hanya penting untuk mengidentifikasi titik-

titik lemahnya, tetapi juga untuk merumuskan arah transformasi 

yang realistis dan bermakna. Oleh karena itu, kita akan mulai 

dengan menelusuri dinamika sistem peradilan pidana di 

Indonesia³sebuah sistem yang berada di antara harapan akan 

integrasi dan kenyataan fragmentasi. 
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BAB 

1  SISTEM PERADILAN PIDANA DI I NDONESIA:  ANTARA FRAGMENTASI DAN IN TEGRASI 

 

 
Sistem peradilan pidana di Indonesia ibarat suatu organisme 

sosial yang kompleks, terdiri dari berbagai organ utama yang saling 

berkaitan: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan. Masing-masing memiliki peran konstitutif dalam 

proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap investigasi, 

penuntutan, adjudikasi, hingga eksekusi hukuman. Dalam tataran 

normatif, keempat institusi ini diharapkan berjalan harmonis dan 

berkesinambungan dalam kerangka satu sistem peradilan pidana 

yang utuh. Namun, realitas menunjukkan bahwa yang terjadi justru 

adalah fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, dan 

diskoordinasi kelembagaan yang berulang. 

Dalam kerangka filosofis, Plato dalam karya The Republic 

menggambarkan keadilan sebagai keharmonisan antara bagian-

bagian dalam jiwa manusia, dan secara analogis dalam negara, 

sebagai keharmonisan antara kelas-kelas sosial yang masing-

masing menjalankan fungsinya tanpa melampaui batas (Plato, 

1991). Prinsip ini sangat relevan dalam memahami sistem peradilan 

pidana: keadilan hanya akan terwujud apabila polisi, jaksa, hakim, 

dan petugas pemasyarakatan menjalankan fungsinya secara 

profesional dan tidak saling melampaui ataupun menegasikan 

fungsi pihak lain. Ketika satu lembaga dominan atau sebaliknya 

absen dalam menjalankan perannya, maka harmoni sistemik akan 

terganggu dan keadilan substantif sulit dicapai. 

  

SISTEM PERADILAN 

PIDANA DI INDONESIA: 

ANTARA FRAGMENTASI 

DAN INTEGRASI 
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BAB 

2  TEORI KRIMINALITAS: DARI GENETIK HI NGGA SOSIAL  

 

 

Mengapa seseorang melakukan kejahatan? Apakah pelaku 

kriminal memang "berbakat jahat", ataukah kejahatan merupakan 

hasil dari kondisi sosial dan budaya tertentu? Pertanyaan ini telah 

lama menjadi perdebatan klasik dalam filsafat moral, ilmu hukum, 

hingga kriminologi. Dalam kerangka sistem peradilan pidana yang 

manusiawi dan berkeadilan, memahami teori-teori tentang asal-

usul kriminalitas bukan sekadar kepentingan akademis, melainkan 

langkah awal untuk membentuk sistem hukum yang bijaksana, 

kontekstual, dan transformatif. 

Terdapat tiga aliran utama dalam menjelaskan sumber 

kriminalitas: teori absolut (biologis atau esensialis), teori relatif 

(sosial-kultural), dan teori gabungan (interseksional dan ekologis). 

Namun, ketiga pendekatan ini perlu dikaji ulang secara lebih 

filosofis dalam bingkai sistem hukum modern. Hart dan Green 

(2012) mengkritik reduksionisme normatif yang terlalu bergantung 

pada ide bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang bersifat 

deterministik. Hart membedakan antara rules of obligation dan rules 

of recognition, dan dalam konteks kriminalitas, penting untuk 

menyadari bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai 

"kejahatan" lahir dari konsensus sosial yang dinamis, bukan dari 

kodrat alamiah pelaku. 

Selaras dengan itu, Bobbio (1960) menekankan bahwa hukum 

harus dipahami sebagai sistem normatif yang terbuka terhadap 

pengaruh sosial, ekonomi, dan moral, serta harus terus-menerus 

dikalibrasi ulang sesuai konteks sosial. Teori absolut tentang 

TEORI KRIMINALITAS: 

DARI GENETIK HINGGA 

SOSIAL 
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BAB 

3  PARADIGMA HUKUMAN: BALAS DENDAM,  PENCEGAHAN, A TAU RESTORASI?  

 

 

Sejak dahulu, hukuman telah menjadi salah satu pilar utama 

dalam peradaban hukum. Ia hadir sebagai respons terhadap 

pelanggaran norma, sebagai simbol tegaknya keadilan, dan sebagai 

bentuk penataan kembali tatanan sosial yang dilanggar. Namun, 

sepanjang sejarah pemikiran manusia, makna dan fungsi hukuman 

terus berubah. Apakah hukuman harus berfungsi sebagai 

pembalasan yang setimpal (retributive justice), sebagai pencegah 

kejahatan (deterrence), atau sebagai upaya pemulihan relasi sosial 

yang rusak (restorative justice)? Pertanyaan ini tak hanya relevan 

secara hukum, tetapi juga mendalam secara filosofis dan moral. 

Bentham (1789) merupakan salah satu pemikir awal yang 

secara sistematis menolak gagasan hukuman sebagai balas dendam. 

Ia menekankan utilitas sosial dari hukuman: bahwa hukuman 

hanya dapat dibenarkan sejauh ia menghasilkan kebaikan yang 

lebih besar, khususnya dalam bentuk pencegahan terhadap 

kejahatan di masa depan. Baginya, ´DOO punishment is mischief: all 

punishment in itself is HYLO�µ sehingga harus selalu ditimbang 

dengan prinsip utilitas secara ketat (Bentham, 1789). Dalam hal ini, 

hukuman menjadi sarana rasional untuk menciptakan ketertiban, 

bukan ajang untuk melampiaskan rasa dendam masyarakat. 

Namun, utilitarianisme murni semacam ini tidak luput dari 

kritik. Williams dan Smart (1973) mengangkat pertanyaan kritis: 

apakah sebuah sistem hukum yang hanya mengutamakan hasil 

akhir akan mengabaikan martabat individual dan prinsip keadilan 

prosedural? Williams secara khusus menyoroti kemungkinan 
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4  PENEGAKAN HUKUM DAN DISKRESI: AN TARA KEKUASAAN DAN KEMANUSIAAN 

 

 

Dalam sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah anomali; 

ia adalah keniscayaan. Setiap aparat penegak hukum, baik polisi, 

jaksa, maupun hakim, diberi ruang untuk membuat keputusan 

berdasarkan pertimbangan personal terhadap konteks, 

kompleksitas, dan dampak dari suatu tindakan. Diskresi 

memungkinkan ruang gerak bagi tindakan yang tidak selalu dapat 

dirumuskan dalam norma hukum yang kaku. Ia membuka peluang 

bagi penyesuaian nilai keadilan dengan kondisi konkret di 

lapangan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan kepekaan 

terhadap aspek sosial, psikologis, dan moral. 

Namun, di balik fleksibilitas ini, tersimpan paradoks etis dan 

politis: sejauh mana diskresi memungkinkan keadilan yang 

manusiawi, dan kapan ia berubah menjadi alat kekuasaan yang 

menindas? Diskresi bisa menjadi sarana emansipasi hukum ketika 

digunakan secara bijak dan reflektif, tetapi bisa pula menjadi alat 

penindasan ketika dijalankan secara sewenang-wenang, tanpa 

pengawasan, atau dengan bias kekuasaan yang tak terkendali. 

Bab ini menelusuri diskresi hukum sebagai medan tarik-

menarik antara rasionalitas legal dan sensitivitas kemanusiaan. 

Melalui kerangka analisis Foucault dan Young, kita akan 

memahami bagaimana kuasa bekerja di balik norma hukum, dan 

bagaimana keadilan struktural sering kali gagal dilihat oleh sistem 

yang terlalu fokus pada netralitas prosedural. Untuk melengkapi 

refleksi tersebut, pendekatan filsafat moral dari Immanuel Kant, 

prinsip keadilan Rawlsian, serta pendekatan capabilities dari 

PENEGAKAN HUKUM 

DAN DISKRESI:  

ANTARA KEKUASAAN 

DAN KEMANUSIAAN 



43 

 

BAB 

5  NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEMANUSIAAN 

 

 
Penanganan masalah narkotika merupakan salah satu 

tantangan paling kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

Kompleksitas tersebut bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis, 

sosial, dan filosofis. Di satu sisi, narkotika adalah ancaman nyata 

terhadap kesehatan publik, keamanan nasional, dan stabilitas 

sosial. Namun di sisi lain, pendekatan hukum yang represif sering 

kali gagal membedakan antara pelaku kriminal dan korban sosial. 

Dalam bab ini, kita akan membedah bagaimana hukum Indonesia 

mengklasifikasikan narkotika, menilai efektivitas penegakan 

hukum oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), serta mengkaji 

urgensi penggunaan data dan analisis kebijakan berbasis 

kemanusiaan dan keadilan. 

Pendekatan hukum terhadap narkotika di Indonesia saat ini 

masih sangat dipengaruhi oleh paradigma war on drugs yang 

bercorak punitif. Pengguna narkotika kerap dipersepsikan sebagai 

pelaku kejahatan yang harus dipenjarakan, bukan sebagai individu 

yang memerlukan pertolongan medis dan sosial. Padahal, banyak 

studi menunjukkan bahwa kebijakan berbasis penghukuman 

massal tidak efektif menurunkan angka prevalensi pengguna 

narkotika. Laporan EUDA (2023) bahkan menyoroti pentingnya 

pergeseran dari sistem yang menghukum ke arah kebijakan yang 

memulihkan, dengan menekankan pendekatan berbasis bukti, 

inklusi sosial, dan kesehatan masyarakat sebagai inti strategi 

penanganan narkotika di Eropa.. 
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6  HUKUMAN ATAU REHABILITASI? 

 

 

Ketika seorang pengguna narkotika berhadapan dengan 

hukum, dua jalur utama terbentang di hadapannya: hukuman atau 

rehabilitasi. Dua pendekatan ini bukan hanya mewakili dua strategi 

kebijakan yang berbeda, tetapi juga mengandung fondasi etis, 

politik, dan filosofis yang sangat kontras. Apakah negara memiliki 

kewajiban untuk menghukum sebagai bentuk perlindungan 

tatanan sosial? Ataukah negara bertugas untuk merawat, 

membimbing, dan memulihkan warga negaranya yang tersesat 

akibat kondisi sosial tertentu? 

Pertanyaan ini semakin penting di tengah meningkatnya 

kompleksitas masalah narkotika, di mana penyalahgunaan zat 

sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi bersinggungan dengan 

kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, trauma psikologis, 

dan ketimpangan pendidikan. Dalam kondisi ini, pendekatan yang 

hanya mengandalkan kekuatan hukum formal dan sanksi pidana 

tak jarang memperburuk luka yang sudah dalam. Maka, 

pertarungan antara paradigma hukuman dan paradigma 

rehabilitasi bukan hanya soal teknis kebijakan, tetapi soal 

bagaimana negara memaknai warganya: sebagai ancaman, atau 

sebagai jiwa yang bisa diselamatkan. 

Bab ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai 

pertarungan antara paradigma hukuman dan paradigma 

rehabilitasi dalam kebijakan narkotika. Melalui tinjauan 

perbandingan internasional dan analisis dari Shusterman dan 
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7  KEADILAN UNTUK ANAK DAN KORBAN  YANG TERJERAT 

 

 

Dalam sistem hukum pidana, anak-anak yang berhadapan 

dengan hukum sering kali diposisikan dalam kerentanan ganda: 

sebagai pelaku pelanggaran hukum dan sekaligus sebagai korban 

dari kegagalan sistem sosial, pendidikan, dan keluarga. Bab ini 

berupaya merefleksikan pendekatan keadilan bagi anak-anak dan 

korban yang terjerat hukum, dengan menelusuri kerangka hukum 

nasional, kritik filosofis atas paradigma penghukuman anak, serta 

pemikiran Paulo Freire yang memberi landasan bagi pembebasan 

melalui pendidikan kritis. 

Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan yang 

sesungguhnya adalah pendidikan yang membebaskan, bukan 

menindas. Anak-anak yang terjerat hukum harus dipahami bukan 

sebagai entitas devian yang perlu didisiplinkan secara koersif, 

melainkan sebagai individu yang telah tercerabut dari hak-hak 

dasarnya, terutama hak untuk berpikir dan bertumbuh secara utuh. 

Pendidikan dalam konteks peradilan anak harus bersifat 

transformatif, seperti yang ditegaskan Freire, yakni membangun 

kesadaran kritis (conscientização) dan menumbuhkan kemampuan 

anak untuk menjadi subjek aktif dalam sejarahnya sendiri. 

Lebih dari itu, pendekatan filosofis terhadap keadilan anak 

juga memerlukan landasan etika yang menempatkan wajah anak 

sebagai panggilan moral. Levinas (1969) menekankan bahwa etika 

pertama-tama bukan berasal dari sistem, tetapi dari pertemuan 

langsung dengan ´ZDMDK yang ODLQµ, yang menginterpelasi kita 

untuk tidak membiarkannya menderita. Dalam konteks ini, wajah 
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8  ALTERNATIF PENYELESAIAN SE NGKETA: ME DIASI, RESTORASI, DAN  JALAN TEN GAH 

 

 

Sistem hukum modern kerap diasosiasikan dengan kekakuan 

prosedural, formalitas institusional, dan penghukuman yang 

terlembagakan. Namun di tengah kekakuan itu, muncul kebutuhan 

akan pendekatan alternatif yang lebih lentur, manusiawi, dan 

kontekstual. Alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam bentuk 

Alternative Dispute Resolution (ADR) maupun Restorative Justice 

(RJ), hadir sebagai respons atas kelelahan struktural yang dialami 

sistem hukum formal. Ketika masyarakat semakin kompleks, beban 

institusi hukum meningkat, dan hubungan sosial menjadi rapuh, 

dibutuhkan strategi penanganan konflik yang tidak hanya berfokus 

pada keadilan sebagai hukuman, tetapi juga keadilan sebagai 

pemulihan hubungan dan martabat manusia. 

Dalam konteks ini, pemikiran Amartya Sen tentang 

kebebasan sebagai pengembangan kapabilitas (freedom as 

development) memberikan arah baru. Dalam The Idea of Justice 

(2009), Sen menolak pendekatan keadilan berbasis institusi ideal 

dan menganjurkan pendekatan komparatif berbasis realitas sosial. 

ADR dan RJ bukan hanya prosedur alternatif; keduanya adalah 

bentuk penerapan ´UHDVRQHG LPSDUWLDOLW\µ, yakni bentuk keadilan 

yang lahir dari deliberasi partisipatif, responsif terhadap konteks, 

dan sensitif terhadap kerentanan sosial. 

Zehr (2002) menegaskan bahwa keadilan sejati adalah 

keadilan yang menyembuhkan, bukan menghukum. Bagi Zehr, 

pelanggaran hukum adalah kerusakan hubungan antar manusia, 

dan karenanya penyelesaiannya harus bersifat relasional dan 
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9  TEKNOLOGI, TRANSPARANSI, DAN KEADILAN YANG TERAKSES 

 

 
Dari digitalisasi dokumen hukum, sistem pengadilan 

elektronik (e-court), hingga pelaporan rehabilitasi berbasis daring, 

transformasi digital menghadirkan peluang baru bagi terwujudnya 

sistem peradilan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. 

Namun, di balik janji efisiensi tersebut, tersimpan pula tantangan 

filosofis dan etis yang tak dapat diabaikan: apakah keterbukaan 

digital selalu menjamin keadilan substantif? Sejauh mana 

transparansi elektronik menjawab ketimpangan akses terhadap 

keadilan? 

Dalam konteks Indonesia, e-Court diatur melalui Peraturan 

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dan telah diterapkan secara 

luas dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Penelitian Gracia 

et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengurangi 

beban administratif, mempercepat proses litigasi, serta 

menurunkan biaya perkara. Namun demikian, keberhasilan 

implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada infrastruktur 

digital, tetapi juga pada literasi hukum dan teknologi dari para 

pencari keadilan. Banyak kelompok rentan, seperti pengguna 

narkotika, korban kekerasan, atau anak berhadapan dengan 

hukum, masih terpinggirkan dalam sistem digital karena 

keterbatasan akses, kemampuan, atau kepercayaan. 

Byung-Chul Han (2015), mengkritisi fenomena keterbukaan 

total dalam masyarakat digital sebagai bentuk ´NHNHUDVDQ 

VLVWHPLNµ, di mana data dan informasi digunakan bukan untuk 

membebaskan, tetapi untuk mengendalikan. Dalam ruang hukum, 
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10   MENUJU SISTEM PERADILAN YAN G HOLISTIK  DAN BERKEADABAN 

 

 

Dalam menghadapi tantangan kontemporer yang semakin 

kompleks, mulai dari krisis kepercayaan publik terhadap institusi 

hukum, kriminalisasi struktural, hingga eksklusi sosial yang 

sistemik, Indonesia memerlukan sistem peradilan yang tidak 

sekadar berfungsi secara prosedural, tetapi mampu menghadirkan 

keadilan yang substantif, manusiawi, dan berkeadaban. Untuk itu, 

peradilan masa depan harus didesain secara holistik: menyentuh 

dimensi struktural (kebijakan dan institusi), kultural (nilai dan 

norma), serta mental (etos dan kesadaran moral pelaku hukum). 

Keharusan mendesain sistem hukum yang holistik ini 

menemukan fondasi filosofisnya dalam gagasan Hans Jonas 

mengenai ethics for the technological age. Dalam karyanya The 

Imperative of Responsibility (1984), Jonas menyatakan bahwa 

´WDQJJXQJ jawab moral di era modern tidak cukup hanya berpijak 

pada kewajiban terhadap sesama, tetapi juga terhadap masa depan 

dan kemungkinan hidup manusia di EXPLµ. Dengan kata lain, 

sistem hukum tidak cukup hanya menjawab ketertiban saat ini, 

tetapi juga harus memikul tanggung jawab atas keberlanjutan 

keadilan sosial. 

Sementara itu, Robert Cover mengingatkan bahwa hukum 

tidak bisa dipisahkan dari narasi. Dalam esainya yang terkenal 

Nomos and Narrative (1983), ia menulis bahwa hukum adalah dunia 

normatif yang dibangun melalui cerita-cerita tentang makna, asal-

usul, dan tujuan hidup manusia. ´7LGDN ada teks hukum yang 

bermakna tanpa narasi yang PHQHPSDWNDQQ\Dµ. Artinya, reformasi 

hukum tidak bisa semata dilakukan melalui perubahan aturan; ia 
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11   INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-NARKOTIKA DALAM KURIKULUM 

 

 

Pendidikan memiliki kekuatan transformasional untuk 

membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga 

berdaya dan berintegritas. Dalam konteks pencegahan narkotika, 

pendidikan berperan strategis sebagai benteng pertama yang tidak 

hanya memberi informasi, melainkan membentuk ketahanan 

psikososial dan moral peserta didik. Pendidikan bukan hanya alat 

untuk menyampaikan larangan, tetapi wahana untuk menanamkan 

harapan dan kemampuan kritis terhadap struktur yang 

memproduksi kerentanan. 

Program Integrasi Pendidikan Anti-Narkoba (IPAN) dari 

BNN, yang telah diimplementasikan di berbagai daerah seperti 

Lampung, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Timur, menjadi 

contoh bahwa upaya pencegahan dapat bersifat sistemik, bukan 

hanya insidental. Laporan tahunan BNN (2022) menyebutkan 

bahwa program ini melibatkan ribuan siswa dan guru dalam 

penyuluhan, pelatihan peer educator, serta kampanye sekolah 

ramah narkoba. Di banyak sekolah, IPAN telah dimasukkan ke 

dalam pelajaran PPKn, Biologi, dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Namun demikian, pendidikan anti-narkotika yang efektif 

harus melampaui pendekatan "informasi satu arah". UNODC (2018) 

dalam Youth Engagement in Preventing Drug Use menekankan 

pentingnya keterlibatan aktif remaja dalam mendesain, 

menyampaikan, dan mengevaluasi program pencegahan. Artinya, 

siswa bukan objek penyuluhan, tetapi subjek yang memproduksi 

makna dan perubahan sosial. Strategi ini disebut youth-driven 
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12   KELUARGA, KOMUNITAS, DAN PE NCEGAHAN PARTISIPATIF 

 

 

Pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi 

tanggung jawab negara atau sekolah, melainkan membutuhkan 

keterlibatan aktif dari keluarga dan komunitas. Bab ini membahas 

bagaimana peran keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi garis 

pertahanan pertama terhadap penyalahgunaan zat, serta 

bagaimana komunitas dapat menjadi ruang kolektif yang 

mendeteksi, merespons, dan merawat warganya melalui 

pendekatan partisipatif dan berbasis solidaritas. 

Dalam konteks keluarga, pengasuhan menjadi fondasi utama 

dalam membentuk ketahanan psikologis dan moral anak terhadap 

pengaruh negatif lingkungan. Baumrind (1991), dalam 

penelitiannya yang banyak dikutip, menunjukkan bahwa gaya 

pengasuhan yang otoritatif, yakni pengasuhan yang 

menggabungkan kontrol yang sehat dan kehangatan emosional, 

berkorelasi kuat dengan kompetensi sosial dan rendahnya 

kecenderungan penggunaan zat pada remaja. Sebaliknya, gaya 

pengasuhan permisif atau otoriter ekstrem justru memperbesar 

risiko perilaku menyimpang. 

Namun, pengasuhan tidak berlangsung dalam ruang hampa. 

Dalam The Ecology of Human Development (1979), Urie 

Bronfenbrenner menekankan bahwa perkembangan anak 

dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang saling berinteraksi: dari 

keluarga inti (mikrosistem), lingkungan sekolah dan tetangga 

(mesosistem), hingga norma budaya dan kebijakan nasional 

(makrosistem). Oleh karena itu, ketahanan terhadap narkotika 
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13   PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN  STRUKTURAL 

 

 

Pemberantasan narkotika tidak dapat diserahkan 

sepenuhnya kepada institusi formal negara. Ia memerlukan 

gerakan sosial yang mengakar dalam komunitas, melibatkan warga 

sebagai aktor utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat 

dan tangguh terhadap ancaman narkotika. Dalam banyak kasus, 

penyalahgunaan narkotika tumbuh subur di ruang-ruang sosial 

yang mengalami deprivasi struktural: kemiskinan, keterasingan, 

pengangguran, serta lemahnya jaringan sosial. Karena itu, strategi 

pencegahan yang efektif harus berangkat dari kesadaran bahwa 

ketahanan terhadap narkotika tidak bisa dibangun tanpa 

pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri. 

Salah satu pendekatan yang kini dikembangkan adalah 

Program Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba (P2M) oleh 

BNN, termasuk di Provinsi Lampung. Dalam siaran pers akhir 

tahun 2024, BNN Provinsi Lampung menekankan pentingnya 

penguatan kolaborasi lintas sector, melibatkan tokoh adat, 

komunitas pemuda, institusi keagamaan, dan kelompok 

perempuan dalam gerakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika). Program seperti 

Desa Bersinar (Bersih Narkoba), Kampus Bersinar, dan Sekolah 

Bersinar menjadi kanal partisipatif untuk mengembangkan 

kapasitas lokal dalam deteksi dini, literasi hukum, dan rehabilitasi 

berbasis komunitas. 

Dalam kerangka filsafat kontemporer, pendekatan ini dapat 

dibaca melalui perspektif capability approach dari Sen (2009). 

Menurut Sen, pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan 
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14   REHABILITASI SEBAGAI PROSES E DUKASI SOSIAL 

 

 

Dalam kebijakan penanganan penyalahgunaan narkotika, 

rehabilitasi sering dipahami secara sempit sebagai intervensi medis 

atau pemulihan fisik semata. Padahal, rehabilitasi sejatinya adalah 

proses edukasi sosial yang melibatkan pembelajaran ulang nilai, 

hubungan, dan identitas. Bab ini menyoroti pentingnya menjadikan 

rehabilitasi sebagai ruang pedagogis, tempat individu membangun 

kembali kepercayaan diri, keterikatan sosial, dan kapasitas 

partisipasi warga secara bermartabat. 

Rehabilitasi harus dilihat sebagai momen pembentukan 

kembali diri sosial yang hancur oleh stigma dan isolasi. Shusterman 

(2008) mengembangkan pendekatan somaesthetics, filsafat tubuh 

yang menekankan bahwa kesadaran tubuh bukan sekadar tentang 

kebugaran, tetapi kesadaran reflektif atas keberadaan dan relasi 

sosial. Dalam konteks rehabilitasi, ini berarti pengguna bukan 

hanya memulihkan keseimbangan biologis, tetapi juga keintiman 

dengan tubuh yang selama ini ditekan, dipermalukan, atau 

dimanipulasi oleh penggunaan zat. 

Praktik terapi seni, seni gerak, yoga, hingga pelatihan 

kerajinan yang dijalankan oleh berbagai komunitas di Indonesia 

mencerminkan prinsip pemulihan yang memandang tubuh sebagai 

pusat pengalaman etis. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya 

memulihkan fungsi fisik, tetapi juga menghidupkan kembali 

kesadaran tubuh (body consciousness) sebagai ruang refleksi dan 

pembelajaran. Dalam kerangka somaesthetics ala Richard 

Shusterman, tubuh dipahami bukan semata objek yang dikontrol, 
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15   DESAIN ULANG EKOSISTEM  PENDIDIKAN HUKUM 

 

 

Sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi tidak akan 

terwujud tanpa reformasi mendasar dalam pendidikan hukum. 

Fakultas-fakultas hukum di Indonesia sebagian besar masih 

mendasarkan kurikulumnya pada pendekatan legal-dogmatis yang 

menekankan hafalan pasal dan penalaran formal, namun 

mengabaikan konteks sosial, pengalaman afektif, dan dimensi etis 

dari keadilan. Bab ini mengusulkan desain ulang ekosistem 

pendidikan hukum dengan pendekatan integratif: menggabungkan 

keadilan restoratif, hukum kesehatan masyarakat, etika empatik, 

serta pedagogi tubuh dan kapabilitas manusia. 

Desain ulang ini harus bertolak dari kritik fundamental 

terhadap pandangan hukum sebagai sistem tertutup yang hanya 

berbicara dalam bahasa legalistik. Dalam konteks ini, Freire (1970) 

mengingatkan bahwa pendidikan hukum tidak boleh bersifat 

"banking model", di mana mahasiswa hanya menjadi wadah 

penerima doktrin. Sebaliknya, pendidikan hukum harus menjadi 

praktik pembebasan, tempat mahasiswa belajar membaca realitas 

sosial dan membentuk keberpihakan etis terhadap yang tertindas. 

Jonas (1984) menekankan bahwa setiap bentuk ilmu 

pengetahuan, termasuk hukum, harus disertai tanggung jawab 

terhadap masa depan dan kelompok yang paling rentan. Dalam 

kerangka ini, pendidikan hukum tidak boleh melulu menghasilkan 

"ahli hukum", tetapi harus mencetak "pelayan hukum" yang 

memahami dampak keputusan hukum terhadap tubuh, relasi 

sosial, dan ekosistem kehidupan. 
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LAMPIRAN 

 

Tabel Perbandingan Pendekatan Retributif vs Restoratif 

Aspek 
Pendekatan 

Retributif 
Pendekatan Restoratif 

Tujuan Pembalasan atas 

kejahatan 

Pemulihan korban, 

pelaku, komunitas 

Bentuk Hukuman Penjara, denda Mediasi, rehabilitasi, 

kerja sosial 

Efektivitas 

Penurunan 

Relapse 

Rendah (±50²70%) Tinggi (±20²

25%)Narkotika dan 

Keadilan 

Dampak Sosial Marginalisasi 

lanjutan 

Reintegrasi sosial 

Peran Komunitas Tidak terlibat Terlibat aktif dalam 

proses penyembuhan 
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